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BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR %% TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten

Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembetukan
Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang




10.

11.

12,

13.

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID 19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 178);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 249);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/
104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi
2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah
dan Upaya Penanggulangannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020
tentang Pedoman Persiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal
Baru Desa;

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 dan Nomor
KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2020 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

)

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
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Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah . ;

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus_ Dzsease_ 2019
(Covid-19) Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya disebut
Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten adalah Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Comd-l?) yang
dibentuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tingkat
Kabupaten.

Kepolisian adalah Kepolisian Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah
Tentara Nasional Republik Indonesia di wilayah Kabupaten
Bengkulu Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
Tengah. ‘
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat (covid-I 9)
adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe
Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah
menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health
Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam
nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai
Bencana Nasional.

Perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi Covid-19 yang

selanjutnya  disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah

sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran
untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari
penyebaran Covid-19.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki salah satu dari

kriteria berikut:

a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan
pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat
perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang
melaporkan transmisi lokal.

b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari
terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan
kasus konfirmasi/probable COVID-19.

c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat  yang
membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada
penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan

kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang

dimaksud antara lain:

a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau
kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka
waktu 15 menit atau lebih.

b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atauy
konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-

lain).
/

¢. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap ka
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probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai
standar.

d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak
berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim
penyelidikan epidomiologi setempat.

15. Kasus Probable adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/meninggal
dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada
hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

16. Kasus Konfirmasi adalah Seseorang yang dinyatakan positif
terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan
laboratorium RT-PCR.

17. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang
yvang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau
penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi
kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang
disediakan sebagai tempat karantina.

18. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau
terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi
atau kontaminasi yang dilakukan diruangan atau ditempat lain

. yang disediakan sebagai tempat isolasi.
19. PHBS dalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. Pelaksanaan;

b. Monitoring dan evaluasi;
c. Sanksi;
d. Sosialisasi dan partisipasi;dan
e. Pendanaan.
. BAB Ii1

PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek pengaturan

Pasal 3
Subjek Pengaturan ini meliputi:

a. Perorangan;

b. Pelaku usaha;dan

c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan
fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4
Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

/s




a. bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar
rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak
diketahui status kesehatannya,;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air

mengalir;

pembatasan interaksi fisik (physical distancing);

meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;

5. membatasi aktifitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang
penting dan mendesak;

6. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktifitas di luar rumah
ketika merasa tidak sehat;

7. membatasi aktifitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki
risiko tinggi bila terpapar covid-19

8. membatasi diri untuk untuk tidak berada dalam kerumunan
orang;

9. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;

bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung

jawab tempat dan fasilitas umum:

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi
untuk memberikan pengertian pencegahan dan pemahaman
mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19:;

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah
diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan
pembersih tangan (hand sanitizer);

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi
setiap orang yang akan beraktivitas dj lingkungan kerja;

4. menerapka pembatasan jarak antar orang untuk semua

aktifitas disetiap tatanan termasuk pada sarana mobilitas

vertikal seperti penggunaan lift dan tangga (physical distancing);
pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang
berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; :

7. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan

melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk

lingkungan;

9. menghindari aktifitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan
kerumunan orang;

10. menyediakan saran dan prasarana untuk mendukung
pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan covid-19:

11. meémasang tanda indikator dan /atau penjelasan terkait
peénerapan PHBS pencegahan covid-19;

12. menghimbau dan melakukan _edukasi kepada semua orang
;aHr;Bg berada dalam i tanggungjawabnya untuk menerapkan

S pencegahan covid- 19;

13. Melakukan peéngawasan internal PHBS pencegahan covid-19

secara berkala. %
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Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:
perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
sekolah /pondok pesantren/institusi pendidikan lainnya;
tempat ibadah;
stasiun dan terminal,
transportasi umum;
toko, pasar modern dan pasar tradisional,
apotek dan toko obat;
warung makan, rumah makan, café dan restoran;
pedagang kaki lima/lapak jajanan;
perhotelan /penginapan lain yang sejenis;
tempat wisata;
fasilitas pelayanan kesehatan,
. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya
kerumunan massa;dan
tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol
kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan
hasilnya kepada Bupati melalui BPBD Kabupaten Bengkulu
Tengah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan kepada Kepala BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah
kepada Bupati.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggungjawab, tempat dan fasilitas umum yang melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. bagi perorangan:
1. teguran lisan atau teguran tertulis atau;
2. kerja sosial atau;
3. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) dan disetor ke kas daerah atau; dan / ;



4. penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di
lapangan.

b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab,
tempat dan fasilitas umum:
1. teguran lisan atau teguran tertulis atau;
2.denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) dan disetor ke kas daerah atau;
3. penghentian sementara operasional usaha atau; dan
4. pencabutan izin usaha.
(3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana ayat (2), Satpol
PP Kabupaten Bengkulu Tengah berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah terkait, TNI, Kepolisian dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan
sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan
pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan melibatkan Forkopimda dan partisipasi serta peran

serta:

a. masyarakat;

b. pemuka agama,;

c. tokoh adat;

d. tokoh masyarakat;dan

e. unsur masya rakat lainnya.

BAB VII
& PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. % }



BAB VII]
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal @ Copigmber 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,
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_ Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal @ CZpigmber 2020

, SEKRETARIS DAERAH
,‘ KABUPATEN BENGKULU BENGAH,
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EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 33
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